
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
2024 
PERBUP NO. 42, BD TAHUN 2024/NO. 42, 9 HALAMAN 
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. 
 

  ABSTRAK  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, untuk melaksanakan Keputusan 
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-489 Tahun 2024, perlu menetapkan 
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung 
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah, dan perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 6881), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan 

Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/2023 tentang Besaran Penghasilan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan 

Rumah Swadaya, Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 

2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanan Program Pembangunan Tiga 

Juta Rumah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130). 

 
  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Ketentuan Umum, diatur mengenai 

ruang lingkup, diatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diatur mengenai kriteria 
masyarakat berpenghasilan rendah, dan diatur mengenai Ketentuan lain-lain. 

 
 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 

2024. 
  -  Penjelasan: 5 halaman. 
 


